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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ditegaskan 

bahwa negara Indonesia adalah negera hukum. Gagasan mendasar yang 

melandasi dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah gagasan 

untuk menegakkan paham negara hukum. Sejalan dengan ketentuan 

tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya 

jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas 

dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan.1 

 Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah wetmatigheid van 

bestuur yaitu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh 

karena itu, setiap tindakan harus didasarkan pada wewenang yang 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.2  Pasal 28H 

ayat (4) UUD NRI Tahun 1945menentukan bahwa : “Setiap orang berhak 

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih 

secara sewenang-wenang oleh orang lain”.  

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib 

dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda 

                                                 
1Ibnu Affan, Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif, 
Perdana Publishing, Medan, 2018,  h.2. 

2 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.53.  
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Nomor Kendaraan Bermotor, demikian yang disebut oleh Pasal 68 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yang berbunyi: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di 

Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 

(STNKB). Adapun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa “tanda registrasi dan 

identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi  sebagai bukti legitimasi 

pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain 

dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode 

wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada 

kendaraan bermotor”. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (5) 

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatakan 

bahwa “Tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak dikeluarkan oleh 

Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.3 

Seperti yang diketahui STNKB sangat penting dalam hal kepemilikan 

kendaraan. Setiap prosedur yang berlaku harus diikuti untuk mendapatkan 

STNK yang asli dari pihak yang berwenang. Namun, alasan rumit membuat 

para pemilik mobil dan sepeda motor enggan mengikuti prosedur yang 

                                                 
3 Agung Kurniawan Basri, Adi Hermansyah, “Tindak Pidana Pemalsuan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) ”,  JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, No.1 
Agustus 2017, h. Agung Kurniawan Basri, Adi Hermansyah, “Tindak Pidana Pemalsuan 
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) ”,  JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 1, 
No.1 Agustus 20175 
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berlaku. Akibatnya, terciptanya oknum-oknum yang tidak bertanggung 

jawab hadir untuk memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi. 

Kendaraan yang tidak mempunyai dokumen karena hilang ataupun 

dicuri tetapti tidak mau mengembalikannya kepada pihak dapat 

memunculkan tindak pidana kejahatan lain yang dapat mengakibatkan 

kerugian. Pemalsuan STNKB salah satu nya bertujuan agar dapat 

menghindar dari pihak polisi jikalau sewaktu-waktu ada razia di jalan raya. 

Ketidakakuratan pihak polisi yang memeriksa saat razia berlangsung dapat 

menguntungkan mereka yang memalsukan STNKB. 

Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor palsu adalah 

merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi pada lingkungan 

masyarakat .Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial 

yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan 

negara.4  Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan dan pelanggaran 

hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara 

tuntas. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut diantaranya 

dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan tepat 

melalui penegakan hukum (law enforcement).5 

Tindakan kejahatan pemalsuan dengan objek pemalsuan surat 

banyak ditemui di lingkungan masyarakat yaitu kejahatan pemalsuan Surat 

Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB). Kejahatan pemalsuan adalah 

                                                 
4 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo, Jakarta, 20103, h.7 
5 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 2 
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kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau 

palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-

olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 

sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran terhadap 

dua norma dasar: 

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong 
dalam kelompok kejahatan penipuan.  

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam 
kelompok kejahatan negara/ ketertiban masyarakat.6 

 
Perbuatan pemalsuan adalah perbuatan yang dilarang, apabila 

dilanggar akan dikenakan hukuman, seperti yang terkandung dalam pasal 

268 KUHP, dalam hal ini apabila terjadinya sebuah perbuatan pemalsuan 

akan adanya sebuah pertanggungjawaban. untuk mengetahui apakah 

perbuatan dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukannya 

maka harus dilihat dari kemampuan jiwa (versdelijke vermogens), doktrin 

ini secara lebih lengkap disebut dengan actus non facit reum nisi mens sit 

rea (actus reus dan mens rea), suatu perbuatan tidak dapat membuat orang 

bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau geen straf zonder 

schuld.7 

Pelaku tindak pidana bermacam-macam jenisnya mulai dari 

lingkungan sosial sehari-hari hingga penegakan hukum. Salah satu 

                                                 
6 Ismu Gunandi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 

2015,h. 173 
7 Adami Chazawi dan  Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan. RajaGrafindo Persada, 

Jakarta, h.135. 
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kejahatan yang sudah tidak asing lagi yang terjadi di masyarakat adalah 

kejahatan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan itu diatur dalam Pasal 263 

sampai dengan 267 KUHP. Tindak pidana pemalsuan biasanya pemalsuan 

surat, uang logam dan identitas. 

Surat itu sendiri merupakan lembar kertas di atasnya tertulis sebuah 

kata, kata atau kalimat termasuk huruf atau angka yang dapat disusun dan 

dibuat melalui sarana teknik apapun yang memiliki arti3 Mengenai surat 

palsu, perlindungan dari Negara sangatlah diperlukan dikarenakan surat 

tersebut berbentuk tulisan dan siapa saja dapat mempercayainya. Akhir-

akhir ini maraknya tindak pidana kejahatan jenis pemalsuan Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK) untuk motor dan sepeda motor. Dalam Pasal 

enam puluh lima ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa: Sebagai bukti 

bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, kepada pemilik diberikan 

buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda registrasi kendaraan 

bermotor.8 

Secara spesifik, bagi pihak-pihak yang menyediakan Surat Tanda 

Kendaraan Bermotor (STNKB) dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan 

Pasal 268 KUHP yang berbunyi: 

(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat 
keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, 
kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan 

                                                 
 8 Pasal 65 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan   
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penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun. 

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan 
maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar 
atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu. 

 
Salah satu kasus tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNKB) adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

1048/Pid.B/2021/PN Mdn dengan terdakwa Bagus Wahyudi  yang dituntut 

oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana membuat secara 

palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu 

hak sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang 

diperuntukkan guna membuktikan sesuautu hal dengan maksud untuk 

mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain 

seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan 

apabila dari pemakiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan akibat perbutannya oleh 

majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dipidana penjara selama 3 (tiga) 

bulan. 

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas dalam 

mengungkapkan kejahatan pemalsuan STNKB, maka dipilih tesis yang 

berjudul, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban  Pelaku Tindak 

Pidana Pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) 

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 

1048/Pid.B/2021/PN Mdn)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda 

Kendaraan Bermotor (STNKB) ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemalsuan Surat Tanda 

Kendaraan Bermotor (STNKB) ? 

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana 

pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) berdasarkan 

Putusan Pengadilan Negeri  Medan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN Mdn ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap 

pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana 

pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB).  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam 

tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) 

berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri  Medan Nomor 

1048/Pid.B/2021/PN Mdn. 

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

lebih lanjut yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan 
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pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai 

pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB). 

2. Manfaat Praktis : 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama 

pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan 

kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat 

yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan 

khususnya pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) 

b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk 

menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan terkait 

dengan permasalahan yang diteliti dan dapat dipakai sebagai sarana 

yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami 

ilmu hukum, khususnya dalam pemalsuan Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNKB). 

 
D. Kerangka Teori dan Konseptual. 

1. Kerangka Teori. 

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk 

mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan 

kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas 

masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-

pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.9 

                                                 
9 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada Press, 

Yogyakarta, 2013, h. 39-40. 
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Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan 

adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta 

mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, 

asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, 

acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap 

teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang 

memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena 

sosial yang diteliti. 

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan 

atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan 

dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka 

kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian 

ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana 

pemalsuan gelar akdemik. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

a. Teori Negara Hukum  

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas 

hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini 

berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang 

demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak 

asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan 

kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
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 Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan 

berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak absolutisme  

(kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi 

harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya 

dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-

undangan.10 

 Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara 

yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah : 

1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechtstaat ) 

2) Sistem konstitusional 
3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (MPR) 
4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) 
6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara 

tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) 

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.11 
 

 Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui 

perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui 

landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal 

sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil 

simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di 

Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara 

hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak 

                                                 
10 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 

2010, h. 90 
11 UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses  Amandemen UUD 1945 secara 

lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 67-69 
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menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih 

dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan 

itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”.12 

 Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara 

hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut : 

1) Menjunjung tinggi hukum 
2) Adanya pembagian kekuasaan 
3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta 

remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya 
4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.13 

 
Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (rechtstaat) adalah 

sebagai berikut : 

1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ 
legalitas 

2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  (HAM) 
3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, 

menjamin perlindungan HAM 
4) Adanya Peradilan Administrasi14 
 
UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-

dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam 

aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk 

perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau law enforcement.  

  Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk 

mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan 

keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap 

                                                 
12 Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI,  Sinar Grafika,  

Jakarta, 2011, h. 2   
13 C.S.T Kansil, Op.Cit,  h. 91. 
14 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,  

Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24 
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anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi 

haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan 

keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh 

masyarakat.15 

 Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan 

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-

kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan 

mempertahankan pergaulan  hidup16. Penegakan hukum tidak bisa terlepas 

dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus 

(bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan 

merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh 

ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan 

penyitaan.17 

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak 

ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut  “hukum”. Dalam 

sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) 

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu : 

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai 
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam. 

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu 
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk 
eksplisit suatu sumber kekuasaan. 

                                                 
15 Ibid, h. 55  
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5  
17 Ibid, h. 7 
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3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam 
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku 
yang baru.18 
 

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement, 

merupakan ujung tombak agar terciptanya  tatanan hukum yang baik, guna 

melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan 

kepentingan pribadi19. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi 

hukum benar-benar berjalan dengan baik. 

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan 

dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi 

mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan 

hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses 

pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law 

illumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement 

process)20.  

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana 

Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi  kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah 

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan 

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.21 

                                                 
18 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, 

Jakarta, 2012, h. 12  
19 Lili Rasjidi,  Hukum Sebagai Suatu Sistem,  Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123 
20 Ibid 
21 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, 

Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55  
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Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum 

dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan 

pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum 

preventif  adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar 

orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum 

represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak hukum 

sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah 

penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha 

penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan 

terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan 

hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat 

perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang mempunyai 

aturannya masing-masing.22 

Mengenai hal di atas Mochtar kusumaatmaja menyatakan bahwa 

hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan 

tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu 

kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi 

kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.23 

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling 

berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta 

merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu : 

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang 
beserta peraturan pelaksanaannya. 

                                                 
22 Ibid, h. 77  
23Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, 

Bandung, 2012, h. 5 
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2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan 
hukum. 

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu 

diterapkan. 
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari 

manusia dalam kehidupannya.24 
 

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai 

tetapi dapat juga karena pelanggaran  hukum. Dalam hal ini hukum yang 

dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum 

menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus 

selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. 

Supremasi hukum harus dilaksanakan  sesuai dengan ungkapan “fiat 

justicia et pereat mundus” ( meskipun langit runtuh hukum harus 

ditegakkan).25 

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh 

dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum 

yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan 

hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan 

kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem 

bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk 

penegakan hukum. 

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika yang dilakukan oleh anak dimulai pada saat dilakukannya 

penyelidikan sampai proses di peradilan umum untuk pemindanaannya. 

                                                 
 24 Soerjono Soekanto,  Op. Cit, h. 3  
 25Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2013, h. 1 
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b. Teori pertanggungjawaban pidana  

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga 

dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus 

kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah 

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu 

tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 26 

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak 

termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso 

mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang 

mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban 

pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak 

ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.27 

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman 

Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi 

masyarakat patut dicela.28 Dengan demikan, menurutnya seseorang 

mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan 

yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur 

melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk 

kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum 

tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya,jadi ada unsur subjektif.  

                                                 
26 Mahrus Ali. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 13. 
27 Djoko Prakoso .Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty Yogyakarta, 

2017, h. 75   
28Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia,  

Pradnya Paramita, Jakarta, 20117, h. 31 
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Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta 

penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat 

kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa 

atau perbuatan yang tidak senonoh yang di lakukan manusia lainya.29 

Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap 

dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.  

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di 

yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan 

pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di 

lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah 

hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut 

telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat. 

Kemampuan bertanggungjawab bila di lihat dari keadaan batin 

orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan 

bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan 

adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan 

perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan 

normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur 

tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang di anggap baik oleh 

masyarakat. 

Dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

                                                 
29 Ibid, h. 32. 
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Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, 

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, 

apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar 

atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang 

yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan 

asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya 

seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah 

diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan 

ini dia mempunyai kesalahan. 

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau 

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: 

1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau 
kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.  

2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik 
dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan 

3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban 
si pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.30 

 
Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan 

yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang 

ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar 

adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat 

dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat 

                                                 
30 Ibid, h. 156. 
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perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam 

melakukan perbuatan pidana tersebut.  

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung 

jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya 

pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan 

oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan 

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi 

terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan 

tertentu.31 

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor 

terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan 

yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua 

faktor perasaan atau kehendak yang menetukan kehendaknya dengan 

menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. 

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab 

dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada pasal 44 

KUHP. Yang di sebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan 

penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan 

khusus seperti tersebut dalam pasal-pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Jadi, bagi 

Roeslan Saleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja 

                                                 
31Chairul Huda. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Prenada Media Group, Jakarta, 2018, 
h.68 



 20 

karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, 

tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan 

sebagainya.32 

c. Teori Pembuktian 

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan 

hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada 

khususnya, aspek pembuktian  memegang peranan menentukan untuk 

menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. 

Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk 

pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan 

lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan oleh 

hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari hasil 

pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau perbuatan 

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 

Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh 

hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang 

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

suatu tindak pidana. 

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori 

pembuktian dalam hukum acara, yaitu:  

1) Conviction-in Time. 
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah 
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh 
penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan 
keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim 

                                                 
32 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua 

Pengertian dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h. 83 
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menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi 
masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan 
disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam 
sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu 
diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari 
keterangan atau pengakuan terdakwa.    

2) Conviction-Raisonee. 
Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap 
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 
terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim 
dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran 
keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem 
conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan 
“alasan-alasan yang jelas.  

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 
wettelijke stelsel). 
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat 
bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan 
salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan 
kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan 
ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup 
menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan 
keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang 
kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah.    

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief 
wettelijke stelsel). 
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-
undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut 
keyakinan atau conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur 
objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya 
terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur 
tersebut.33  

 
2. Kerangka Konseptual. 

 Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang 

dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk 

keperluan analitis.34 Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada 

                                                 
33 Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung,  

2024, h. 39 
34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat,Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2025, h. 7.   
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hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit 

dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun 

demikian kerangka konsepsionil masih juga kadang-kadang dirasakan 

abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan dapat 

dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. 

Mendapatkan kejelasan maka perlu disampaikan beberapa batasan 

sebagai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :. 

a. Tinjauan yuridis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang 

masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan 

komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk 

kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab 

permasalah. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-

pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat 

dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.35 Yuridis adalah hal yang 

diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk 

keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya,36 yuridis 

merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum 

dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, 

kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya 

b. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang 

terhadap tindak pidana yang dilakukannya.37 

                                                 
35 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 

Jakarta, 2014. h. 10   
36 Sudarsono, Kamus Hukum,  Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.89. 
37 Mahrus Ali. Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2013, h.156. 
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c. Pelaku (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang 

melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-

unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.38 

d. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).39 

e. Pemalsuan adalah kejahatan yanng di dalamnya mengandung sistem 

ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu 

nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya 

bertentangan dengan yang sebenarnya.40 

f. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) adalah identitas 

kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas 

kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan, tahun 

perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor 

BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, 

E. Asumsi 

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan 

memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaturan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNKB)  yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 

                                                 
38 Adami Chajawi, Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2002, h.27 
39 Erdianto Effendi, Op.Cit, h. 96-98   
40 Adami Chajawi, Op.Cit, h.11. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009


 24 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 263 

KUHP sampai dengan Pasal 275 KUHP. 

2. Peretanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan Surat Tanda 

Kendaraan Bermotor (STNK)  dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku 

tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, terdawa dapat dikualifikasikan 

sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabkan karena telah 

memenuhi unsur-unsur kesalahan Pasal 263 ayat (1) KUHP sehingga 

terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan 

Nomor 1048/Pid.B/2021/PN Mdn  adalah  semua unsur dari Pasal 263 

ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehinga terdakwa haruslah dinyatakan 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

pemalsuan surat. 

 
F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan 

penulisan hukum tentang ” Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban  Pelaku 

Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) 

(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1048/Pid.B/2021/PN 

Mdn)”. Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada 

beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan 

yaitu : 

1. Tesis Putri Septi Lia, NIM : 02012681721012, mahasiswa Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a604fcfd406d/undangundang-nomor-22-tahun-2009?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_22_2009
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Tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak 

Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di 

Wilayah Hukum Polsek Tampa”. Tesis ini membahas permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum 

Polsek Tampan? 

b. Bagaimana modus operandi terhadap pelaku Tindak Pidana 

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di 

Wilayah Hukum Polsek Tampan? 

c. Bagaimana upaya kepolisian sektor Tampan dalam menanggulangi 

pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?  

2. Tesis Rudi Handoko,  NPM. 181803027, mahasiswa  Program Magister 

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasauddin Makasar Tahun 2020  

dengan judul : ”Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)”. Tesis ini menekankan 

pada permasalahan : 

a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pemalsuan Surat Kendaraan 

Bermotor ?  

b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku 

perseorangan pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan 

Bermotor?  
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c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat 

Tanda Kendaraan Bermotor?  

3. Tesis Jhon Tyson Pelawi, mahasiwa Magister Ilmu Hukum, Universitas 

Padjajaran, 2019  dengan judul “Pengungkapan Tindak Pidana 

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi di Polres 

Bogor)”. Permasalahan dalam tesis ini adalah : 

a. Apa faktor-faktor penyebab sehingga menimbulkan tindak pidana 

pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor ?.  

b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pidana pemalsuan 

Surat Tanda Kendaraan Bermotor ? 

c. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi tindak pidana 

pemalsuan Surat Tanda Kendaraan Bermotor ? 

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang 

dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok 

bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di 

atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan 

hukum yang dikemukakan di atas. 

 
G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana 

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.41 Metode 

penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan 

                                                 
41 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset,  Andi Offset, Yogyakarta, 2014,  h. 3 
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untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi 

sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional 

penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian 

ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan 

populasi dan sampel.42 

1. Sifat dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum 

yang menjadi objek penelitian.43 Deskriptif analistis, merupakan metode 

yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang 

sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan 

data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali 

hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.44 

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.45 Jenis 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 

normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data 

sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah 

                                                 
42 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 105 
43 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,  Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1994, h. 105 
44 Ibid, h. 106 
45Roni Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta 2018, h. 11 



 28 

hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-

undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan 

dengan perumusan penelitian.46 

2. Metode Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

a. Pendekatan Kasus (Case Approach),47 dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.  

b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach),48 dilakukan dengan 

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu 

hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan 

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas 

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum 

dalam memecahkan isu yang dihadapi.  

c. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.49 

 

                                                 
46 Johnny Ibrahim, Op. Cit, h.336 
47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94   
48 Ibid, h. 95 

 49 Ibid, h.96 
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3. Alat Pengumpulan Data. 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, 

pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-

undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum.50 

Memperolah data sekunder perlu dilakukan studi dokumetasi yaitu 

dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori dan dokumen-

dokumen lain yang berhubungan dengan upaya penanggulangan terhadap 

anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana pemalsuan Surat Tanda 

Kendaraan Bermotor. 

4. Prosedur Pengambilan dan  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, 

karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan 

untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian 

ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.51  

Sumber data penelitian ini adalah data sekunderyang meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier berupa 

norma dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku, dan 

lain-lain sebagainya.52  

                                                 
50 Burham Ashshofa, Op.Cit, h.  30 
51Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, PT. 

RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2018, h.10 
52 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30   
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Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari data sekunder yang diperoleh melalui : 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan 

mengikat yaitu: 

1) UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses  Amandemen UUD 1945. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks 

yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-

pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.53 Bahan 

hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan 

pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. 

Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku-buku, hasil-hasil 

penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. 

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan 

dengan tema yang diteliti. 

                                                 
53 Ibid, Op.Cit, h. 41 
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Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, 

buku-buku teks, teori-teori literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar 

hukum, dan bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.54 

 
5. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga 

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk 

menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori 

substantif.55 Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan 

metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan 

serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.56 

                                                 
54 Riduan, Metode & Teknik Menyusun Tesis,  Bina Cipta, Bandung, 2014, h. 97. 
55 Lexy J Moleong, Op.Cit, h.  103 
56 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105. 
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BAB II 

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SURAT TANDA 
KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) 

 
A. Tindak Pidana Pemalsuan. 

Seperti diketahui bahwa istilah het strafbare feit telah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut : 

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum. 

2. Peristiwa pidana 

3. Perbuatan pidana 

4. Tindak pidana.57 

Tentang apa yang diartikan dengan strafbaar feit (tindak pidana) 

para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. 

Menurut M Hamdan merumuskan strafbaar feit adalah  

Suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan 
pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum 
(onrechtmatig) dilakukan dengan kesalahan schuld oleh seseorang 
yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya 
dalam dua golongan unsur yaitu : 
1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang 

dilarang/diharuskan. 
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan 

bertanggung jawab.58 
 

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 

yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana 

barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno 

                                                 
57 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar 

Pemidanaan dan Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran 
Kausalitas, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.26 

58 M. Hamdan., Tindak Pidana Suap dan Money Politics, Pustaka Bangsa Press, 
Medan, 2015, h.8 
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menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-

perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, 

merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat 

akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik 

dan adil. 59 

R. Tresna menyebutkan bahwa : 

Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan 
manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan 
perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan 
tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu 
perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus 
memenuhi beberapa syarat yaitu : 
1. Harus ada suatu perbuatan manusia 
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan umum 
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu 

orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan. 
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum 
5. Terhadap perbuatan  itu harus tersedia ancaman hukuman di 

dalam Undang-Undang.60 
 

R. Soesilo menyebutkan bahwa : 

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau 
diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau  
diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu 
diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri 
dari dua unsur yaitu : 
1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi : 

a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu 
perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana. 

b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas 
merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan 
hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya 
dapat dihukum. 

c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan 
ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan. 

                                                 
59 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta,  Jakarta, 2018, h.54 
60 R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Tiara, Jakarta, 2019, h.28 
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d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan 
itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-
undang. 

2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si 
pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar 
aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat 
dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 61 
 

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila   perbuatan 

tersebut : 

1. Melawan hukum 

2. Merugikan masyarakat 

3. Dilarang oleh aturan pidana 

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.62 

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh 

aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan 

hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat perbuatan tersebut. 

Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan  masyarakat 

belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan 

adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUH.Pidana) yang 

diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum 

dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam 

lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana 

dan pelakunya diancam dengan hukuman. 

Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah 

dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum 

                                                 
61 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor,  2018, h.26 
62 M. Hamdan., Op.Cit,  h.10 
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pidana positif). Di dalam KUH.Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak 

pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam 

Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria 

yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana 

ini, KUH.Pidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang 

beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau 

tindak pidana yang  berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan 

atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa  pada kejahatan 

umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada 

ancaman pidana yang ada pada pelanggaran. 

Ilmu Hukum Pidana mengengal beberapa jenis tindak pidana, 

diantaranya adalah : 

1. Tindak pidana formil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya 
dititik beratkan  kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak 
pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan 
yang dilarang sebagaimana yang tercantum atau dirumuskan 
dalam peraturan perundang-undangan (pidana). Misalnya Pasal 
362 KUH.Pidana perbuatan yang dilarang tersebut adalah 
mengambil milik orang lain. 

2. Tindak pidana materil. 
Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya 
dititik beratkan kepada akibat yang dilarang (dalam suatu 
Undang-Undang). Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila 
akibat yang dilarang (dari suatu perbuatan) itu telah terjadi. 
Misalnya Pasal 338 KUH.Pidana, akibat yang dilarang tersebut 
adalah hilangnya nyawa orang lain. 

3. Tindak pidana comisionis 
Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa 
pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-
Undang. 

4. Tindak pidana omisionis. 
Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa 
pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh 
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Undang-Undang. Misalnya Pasal 522 KUH.Pidana, tidak 
menghadap sebagai saksi di muka pengadilan. 

5. Dolus dan culpa 
Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, 
sedangkan culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan 
kelalaian atau karena kealpaan. 

6. Tindak pidana aduan (klachtdelict). 
Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat 
dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada 
pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut. 
Misalnya Pasal 284 KUH.Pidana, tindak pidana perzinahan, 
dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari 
bunyi rumusan pasal.63 
 

Menurut Sudarto, bahwa secara dogmatis masalah pokok yang 

berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu : 

a. Perbuatan yang dilarang 

b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu 

c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.64 

Mengenai kata perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana 

mempunyai banyak istilah yang berasal dari bahasa Belanda (Het Strafbare 

feit) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain : 

1) Perbuatan yang dilarang hukum 

2) Perbuatan yang dapat dihukum 

3) Perbuatan pidana 

4) Peristiwa pidana 

5) Tindak pidana. 

6) Delik (berasal dari bahasa Latin delictum).65 

                                                 
63 R.Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana 

Indonesia, Eresco,Bandung, 2012, h.106 
64 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 

2013, h.62 
65 M. Hamdan, Op.Cit, h.8 
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Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak 

pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara 

pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang. 

Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara 

objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang 

berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat 

dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena 

perbuatannya. 

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman 

yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-

undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman 

tambahan. 

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.66 Pemalsuan dari bahasa Belanda 

yaitu Vervalsing atau Bedrog yang artinya proses, cara atau perbuatan 

memalsu.67 

Pemalsuan yang artinya tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, 
tidak jujur, sumbang. Pemalsuan berarti proses, cara, perbuatan 
memalsukan. Dengan kata lain perbuatan pemalsuan merupakan 
suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, 
dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi 
orang lain. Sedangkan, surat (geschrift) adalah suatu lembar kertas 
yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf 
termaksud angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna 
tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, 
printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara 
apapun.68 

                                                 
66 WJS. Poerwadarmina,  Op.Cit, h.817 
67 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Pramadya Puspa, Semarang, 2017, h. 618 
68 Adam Chazawi, Op. Cit, h. 97 
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Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi 

diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam 

masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa 

adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-

dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman 

bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 

Menurut Adami Chazawi mengemukakan bahwa suatu perbuatan 

pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau 

kepercayaan dalam hal :  

a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan 
sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan 
keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau 
mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, 
hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar 
dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.  

b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari 
berbagai jenis perbuatan penipuan).  

c. Perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum 
yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya 
dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian 
dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.69 

 
Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya 

mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang 

sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal 

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 70 

                                                 
69 Ibid, h.98 
70 Ibid, h. 2-3. 
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 Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 

terhadap dua norma dasar:   

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggaranya dapat tergolong dalam 

kelompok  kejahatan penipuan. 

2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggaranya tergolong dalam kelompok 

kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.71 

Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya 

masyarakat yang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang 

palsu hal ini dikarenakan sipelaku menggunakan banyak cara yang 

menyebabkan masyarakat terjebak dalam kondisi tersebut. Ketidakbenaran 

terhadap kebenaran tersebut dilakukan dengan cara : 

1. Pemalsuan intelektuil dapat terdiri atas pernyataan atau 
pemberitahuan yang diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, 
pernyataan atau pemberitahuan mana sejak semula adalah tidak 
benar dengan perkataan lain orang yang memberikan pernyataan 
atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu 
tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaraan, hingga tulisan 
atau surat itu mempunyai isi tidak benar.  

2. Pemalsuan materiil : 
a. Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk, mata uang, 

tulisan/huruf yang semula asli dan benar sedemikian rupa 
hingga benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu 
menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal yang lain daripada 
yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan/surat itu 
telah secara materiil dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga 
menjadi palsu atau tidak benar. 

b. Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau 
tulisan/surat sejak semula sedemikian rupa, hingga mirip 
dengan yang aslinya atau yang benarnya, tetapi bukan yang 
asli.72 
 

                                                 
71 H.A.K. Mochammad Anwar, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2014, h. 128 
72 H.A.K. Mochommad Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), 

Alumni, Bandung, 2012, h. 155. 
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Penggolongan kejahatan pemalsuan didasarkan atas objek dari 

pemalsuaan, yang jika dirincikan lebih lanjut ada 6 (enam) objek kejahatan 

yang terdapat dalam KUHP yang antra lain adalah  : 

1. Keterangan di atas sumpah 

2. Mata uang 

3. Uang kertas 

4. Materai 

5. Merek. 

6. Surat.73 

Dengan perbuatan tersebut di atas, meskipun dapat digolongkan di 

dalam pemalsuan secara materiil, tetapi berhubung karenanya juga isinya 

menjadi palsu atau tidak benar, maka sekaligus terjadi pemalsuan materiil 

dan pemalsuan intelektuil. Pemalsuan intelektuil yang murni hanya dapat 

terjadi apabila suatu data/tulisan/surat merupakan data/tulisan/surat sendiri 

yang keseluruhannya asli, tidak diubah, tetapi pernyataan yang termuat di 

dalamnya adalah tidak asli atau tidak benar. 

 
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan 

Adapun jenis-jenis dari pemalsuan surat dan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana pemalsuan tersebut adalah :74 

1. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUH. Pidana) 

                                                 
73 Ibid. h.6 
74 Ibid, h.64. 
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Pemalsuan surat yang dimaksud dalam pasal ini termasuk semua 

jenis surat baik surat yang ditulis dengan tangan, surat yang dicetak atau 

diketik. Syarat dapat dihukumnya orang yang memalsukan surat adalah 

surat yang palsu itu haruslah : 

a. Surat yang dapat menimbulkan hak misalnya : 

1) Memalsukan ijazah 

2) Memalsukan karcis tanda masuk 

b. Surat yang dapat menimbulkan suatu perjanjian, misalnya : 

1) Perjanjian piutang 

2) Perjanjian sewa 

3) Perjanjian jual beli 

b. Surat yang dapat menimbulkan pembebasan utang, misalnya dalam 

bentuk kwitansi 

c. Surat yang dapat dipergunakan untuk surat keterangan bagi perbuatan 

atau peristiwa : 

1) Surat keterangan lahir 

2) Surat keterangan buku tabungan 

3) Surat keterangan izin angkutan 

Membuat surat palsu disini maksudnya adalah membuat isinya tidak 

benar atau tidak sesuai dengan hasilnya bila ditinjau dari segi asal surat. 

Misalnya : 

1) A membuat surat seolah-oleh berasal dari B dan menandatangani surat 

itu dengan meniru tanda tangan B 

2) A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan dari B disebut  

blanco sein. 
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3) A membuat surat dan menandatanganinya sendiri tetapi isinya tidak 

benar 

2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP). 

Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut: 

a. Pemalsuan surat di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 
(delapan) tahun, jika dilakukan terhadap:  
1) Akta-akta otentik 
2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau 

bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 
3) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang 

dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai 
4) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat 

yang diterangkan dalam 2 (dua) dan 3 (tiga), atau tanda bukti 
yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. 

5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan unutk 
diedarkan. 

b. Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli 
atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
 

Adapun penjelasan terhadap Pasal 264 KUHP tersebut adalah: 

1) Sudah barang tentu perbuatan yang diancam hukuman dalam pasal ini 

harus memuat segala elemen-elemen atau syarat-syarat yang termuat 

dalam Pasal 263 KUHP dan selain daripada itu ditambah dengan syarat, 

bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat autentik dan 

sebagainya, yang tersebut berturut-turut pada sub 1 (satu) sampai 5 

(lima) dalam pasal ini, surat-surat mana bersifat umum dan harus tetap 

membahayakan kepercayaan umum, sehingga menurut pasal ini 

diancam hukuman yang lebih berat dari pemalsuan surat biasa. 
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2) Akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan seorang pegawai negeri 

umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris, pegawai pencatatan jiwa 

dan sebagainya.  

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 

266 KUHP). 

Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut : 

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke 
dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang 
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maskud 
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu 
seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, di pidana, 
jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengna pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. 

(2) Di pidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan 
sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai 
dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat 
menimbulkan bukan kerugian. 

 
Adapun penjelasan terhadap Pasal 266 KUHP tersebut adalah : 

1) Yang dinamakan akta autentiek yaitu suatu surat yang dibuat 

menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-

undang, oleh pegawai umum.  

2) Yang dapat dihukum menurut pasal ini misalnya orang yang 

memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai Burgerlijke 

Stand untuk dimasukkan kedalam akta kelahiran yang harus dibuat 

oleh pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau 

menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangan 

yang termuat di dalamnya itu benar.  
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3) Yang diancam hukuman itu tidak hanya orang yang memberikan 

keterangan tidak benar dan sebagainya, akan tetapi juga orang yang 

dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat 

keterangan tidak benar itu. Dalam dua hal ini senantiasa harus 

dibuktikan, bahwa orang itu seakan-akan isi surat itu benar dan 

perbuatan itu dapat mendatangkan kerugian.  

4) Orang yang memberikan keterangan palsu (tidak benar) kepada 

pegawai polisi untuk dimasukkan kedalam proses-perbal itu tidak 

dapat dikenakan pasal ini, karena proses-perbal itu gunanya bukan 

untuk membuktikan kebenaran dari keterangan orang itu, tetapi 

hanya untuk membuktikan bahwa keterangan yang diberikan orang 

itu demikianlah adanya. Ini beda sekali dengan surat (akta) kelahiran 

yang gunanya benar-benar untuk membuktikan kebenaran kelahiran 

itu. 

5) Dapat dihukum menurut pasal ini misalnya pedagang yang 

menyuruh membuat persetujuan dagang kepada seorang notaris 

mengenai sebidang tanah, jika terlebih dahulu ia menjual tanah itu 

kepada orang lain. Dalam hal ini maka akta notaris merupakan suatu 

surat yang digunakan sebagai bukti terhadap suatu pemindahan hak 

milik.  

Memberikan keterangan palsu dalam Pasal 266 KUHP memang 

berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada 

dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (1) KUHP 
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memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, 

sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. 

Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, 

seperti akta otentik, dan sebagainya. 

4. Pemalsuan surat tertentu ( Pasal 269 KUHP dan Pasal 270 KUHP). 

Pasal 269 KUHP merumuskan sebagai berikut : 

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsu surat 
keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, 
kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima 
dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan 
pertolongan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun 4 (empat) bulan.  

(2) Di pidana dengan pidana yang sama barangsiapa yang dengan 
sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang 
dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu 
asli dan tidak dipalsu. 

 
Adapun penjelasan terhadap Pasal 269 KUHP tersebut adalah: 

a. Orang yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang 

kekuasaan baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain-lain 

dengan maksud akan menggunakan satu menyuruh menggunakan 

surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati 

atau perasaan suka member pertolongan. 

b. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan 

kepalsuaannya. 

Jenis surat yang menjadi objek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut 

di atas yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang 

berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik yang 
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dikeluarkan Pejabat Kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau 

tidak mampu oleh Kepala Desa atau Lurah setempat, bahkan kadang juga 

dikeluarkan oleh Camat atas surat Kepala Desa atau Lurah setempat. 

Subjek hukum kejahatan ini dapat pejabat itu sendiri, orang lain selain 

pejabat yang bersangkutan. 

Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) palsu dapat dikenakan 

pidana karena pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 

263 KUHP, khususnya pada ketentuan ayat (2). Pasal tersebut berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 263 KUHP: 

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, 
yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian 
(kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh 
dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, 
dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain 
menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak 
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat 
mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan 
surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. 

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa 
dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan 
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal 
mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian 

 
R. Soesilo menjelaskan bahwa penggunaan surat palsu itu harus 

dapat mendatangkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya meliputi 

kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, 

kesusilaan, kehormatan dan sebagainya. Masih menurut R. Soesilo, yang 

dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi 

juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, 

bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa 
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surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak 

dihukum. Tentunya terkait dengan tahu atau tidak tahunya pemohon itu 

harus dibuktikan dalam pemeriksaan oleh penyidik maupun dalam 

persidangan.75 

 
C. Upaya Penal dan Non Penal dalam Penanggulangan Pemalsuan 

Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) 
 
1. Upaya Penal 

Istilah “kebijakan” yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris “policy” 

dan dalam bahasa belanda “politiek” sedangkan untuk penggunaan istilah 

“penal” diartikan sebagai penggunaan hukum pidana. Jika dirangkai dalam 

penggunaan bahasa singkat kita, kebijakan hukum pidana bisa disebut juga 

sebagai “politik hukum pidana” yang merangkum pokok bahasan politik 

hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah satu bagian dari 

ilmu hukum.76 

 Penggunaan hukum pidana menjadi salah satu upaya dalam 

penanggulangan kejahatan, dengan memfungsikan sanksi hukumnya 

berupa pemidanaan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 

hukum pidana termasuk sebagai proses dalam mengatasi permasalahan 

sosial dalam bidang kebijakan kriminal penegakan hukum.77 

                                                 
75 R.Soesilo, Op.Cit¸ h.69. 
76 Mahmud Mulyadi,  Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non 

Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan dan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press-
Medan, 2018, h. 65 

77 Teguh Prasetyo, Kriminaslisasi Dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung, 
2011, h. 19 
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Penanggulangan lewat jalur kebijakan penal, diartikan satu usaha 

penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada sifat “revresif” yakni  

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan itu terjadi. 

Marc Ancel menyatakan bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga 

kompenan “criminology”, “criminal law”, dan “penal policy”. Lebih lanjut 

disebutkan beliau “penal policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada 

akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum 

positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak 

hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan 

yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara 

atau pelaksana putusan pengadilan.78 

Menurut M. Solly Lubis, bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan 

politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku, 

mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.79 Menurut 

Sudarto, politik hukum adalah :  

a. Usaha mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan 
keadaan dan situasi pada suatu saat. 

b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang 
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang 
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang 
terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-
citakan.80 

 
Pengertian diatas menyatakan bahwa pelaksanaan politik hukum 

pidana merupakan satu wujud pilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan 

                                                 
78 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2012,  hlm 23 
79 M. Solly Lubis, Seba-serbi Politik & Hukum, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011, h. 51 
80 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hlm 26 
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dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa 

melaksanakan politik hukum pidana berarti, usaha mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi 

pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik 

hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana adalah garis 

kebijakan untuk menentukan :  

1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu 
dilakukan perubahan atau diperbaharui. 

2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan 

pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.81 
 

Defenisi Mulder diatas terinspirasi dari pendapat Marc Ancel terhadap 

“sistem hukum pidana” yang menurutnya “bahwa tiap masyarakat yang 

terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :  

a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya. 

b. Suatu prosedur hukum pidana 

c. Mekanisme pelaksanaan pidana.82 

Upaya penanggulangan kejahatan mempergunakan hukum pidana 

pada hakikatnya merupakan suatu usaha penegakan hukum. Artinya 

secara politik atau kebijakan hukum pidana, itu merupakan satu bagian 

kebijakan dalam penegakan hukum (law inforcement policy), sedangkan 

proses perumusan atau pembuatan hukumnya (undang-undang) pidana 

menjadi bagian terintegral dari usaha melindungi masyarakat (social 

welfare) yang disebut sebagai bagian kebijakan atau politik sosial (social 

                                                 
81 Mahmud Mulyadi, Op.Cit, h. 67 
82 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h. 27 
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policy), yang dapat diartikan bahwa kebijakan sosial itu segala usaha yang 

rasional dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus 

mencakup perlindungan masyarakat.83 

Permasalahan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I dalam 

latar belakang, peningkatan kasus yang terjadi setiap tahun dari 49 korban 

yang telah melakukan pengaduan, pelaku yang dilaporkan bagai kebal 

hukum. Menunjukan lemahnya sistem penegakan hukum (law 

enforcement) dari pencapaian azas tanggung jawab Negara dalam 

melindungi korban. Kemauan (will) dari aparatur penegak hukum cendrung 

diragukan pada akhirnya dipertanyakan keseriusannya dalam berupaya 

melindungi korban perdagangan orang sekaligus menanggulangi 

kejahatan. 

Sebagaimana halnya ungkapan dari keraguan yang dikutip secara 

tidak langsung dari Mahmud Mulyadi yakni “mungkinkah pemidanaan dapat 

dijadikan sebagai instrument dalam pencegahan kejahatan terhadap 

anggapan pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan tetapi justru 

menambah dan membuat kejahatan semakin marak.84 Keraguan itu muncul 

karena gagalnya lembaga permasyarakatan dalam mengintegrasikan 

narapidana kepada kehidupan sosial yang lebih baik. 

Pertanyaan diatas tidak perlu muncul, bila ada sinkronisasi antara 

pencapaian tujuan hukum dan fungsi hukum itu sendiri. 85 Mengacu kepada 

                                                 
83 Ibid, h. 28 
84 Mahmud Mulyadi, Op.Cit, h. 67 
85 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, 

Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012, h. 83 
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pendapat para sarjana diatas lalu dihubungkan dengan teori pencegahan 

yang dikemukakan oleh Peter Hoefnagels upaya kebijakan kriminal yang 

bertujuan sebagai “kebijakan yang dapat merubah prilaku manusia untuk 

berbuat lebih baik”. Aplikasi pelaksanaan undang-undang (Crim law 

application-practical criminology) berfungsi dan terlaksana tentulah 

pertanyaan-pertanyaan dan keragu-raguan terhadap fungsi penggunaan 

pidana terhadap permasalahan penghapusan tindak pidana perdagangan 

orang ini tidak perlu muncul.  

Sebagaimana ungkapan sarjana yang dipahami penulis dari Inkeri 

Antilla atas permasalahan kejahatan yang dihadapi dengan fungsi pidana 

telah berlangsung beratus-ratus tahun lalu, secara gambling Herbert L 

Packer juga mengemukakan dimana “usaha pengendalian perbuatan anti 

sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah 

melanggar peraturan pidana”, merupakan “suatu problem sosial yang 

mempunyai dimensi hukum yang penting”.86 

Ketidakmutlakan bidang kebijakan dikarenakan hakikat masalah 

kebijakan, orang dihadapkan pada penilaian dan pemilihan dengan 

berbagai alternatif. Dengan demikian masalah pengendalian atau 

pencegahan kejahatan menggunakan hukum pidana bukan hanya 

merupakan problem sosial tetapi seperti yang diungkapkan Packer bisa jadi 

merupakan masalah dari kebijakan itu sendiri (the problem of policy).87 

                                                 
86 Teguh Prasetyo, Op.Cit, h. 20 
87 Ibid.  h.21 
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Kaitannya dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan surat 

tanah, melalui upaya ini diusahakan untuk melakukan tindakan tegas dan 

keras kepada pelaku-pelaku kejahatan pemalsuan surat tanah dengan 

tujuan untuk menekan angka frekuensi dari kasus-kasus kejahatan 

pemalsuan surat tanah tersebut. 

Penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan) 

yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi 

masyarakat. Sebaliknya jadi alasan bagi mereka-mereka yang memang 

mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna 

mewujudkan kehendaknya tersebut. 

Bila terhadap pelaku kejahatan kejahatan pemalsuan surat tanah 

yang terdahulu dijatuhi oleh hakim dengan ancaman hukuman yang cukup 

rendah, maka hal ini tidak akan membuat jera orang yang dijatuhi hukuman 

tersebut serta tidak akan membuat orang lain takut untuk melaksanakan 

dan bahkan akan meniru perbuatan pelaku pertama. 

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya 

kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau 

terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan 

sampai terulang lagi.88 Kaitannya penanggulangan kejahatan pemalsuan 

surat tanah, maka diterapan peraturan dan disiplin yang baik pada lembaga, 

instansi-instansi, dan dinas-dinas. Dengan demikian suatu disiplin yang 

baik dalam suatu badan atau dinas yang tersebut diatas akan mengurangi 

                                                 
88 Ibid, h. 22 
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kecurangan-kecurangan yang terjadi. Disiplin dalam hal ini adalah identik 

dengan penegakan hukum, yang mana setiap dinas atau instansi harus 

konsekuensi dalam menjalankan hukum. Konsekuensi disini adalah dalam  

menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, jangan hanya 

memandang dia adalah teman dan sebagainya.  

Penegakan hukum ini bukan saja tugas dari aparat pemerintah saja 

melainkan adalah fungsi dari seluruh dari warga negara. Apabila penegak 

hukum itu hanya ditujukan pada pejabat atau aparat, tanpa masyarakat 

diikutsertakan, maka penegak hukum tidak akan berhasil dengan baik, 

sebab masyarakatpun punya andil dalam hal pemalsuan gelar akademik ini. 

 
2. Upaya Non Penal. 

Penerapan kebijakan non penal lebih menitiktekankan terhadap 

tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya 

bagaimana kebijakan itu mampu menangani faktor-faktor penyebab 

terjadinya kejahatan tindak pidana pemalsuan gelar akademik. 

Penanggulangan kejahatan secara preventif dimaksudkan kepada upaya-

upaya yang dilakukan sebelum tindak kejahatan tersebut terjadi.89  

Peranan masyarakat sangat penting sekali di dalam mengawasi, 

menilai dan  menganalisa   fenomena-fenomena yang terjadi  di tengah-

tengah   masyarakat.   Sebab tanpa partisipasi dari masyarakat untuk 

memantau prilaku-prilaku yang menyimpang tersebut, maka aparat 

                                                 
89 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta, 2010, 

h.21. 
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penegak hukum dan keadilan tidak akan dapat berbuat banyak. Menurut  

Barda Nawawi Arief bahwa upaya untuk mencegah kejahatan adalah : 

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);  
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisthment) 
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 

pemindanaan lewat media massa (influencing views of society on 
crime and punishment mass media).90 

 
Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada 

usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan 

korban perdagangan orang (trafiking) menurut Muladi dan Barda Nawawi 

Arief dapat berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka 

mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan 

jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, 

pengingkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan 

patroli dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat 

kemanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang 

sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial.91 

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada 

campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan 

maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan 

masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan 

kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. 

Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau 

                                                 
90 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h. 56 
91Abintoro Prakoso, Kriminologi Hukum & Hukum Pidana, Laksbang 

Grafika,Yogyakarta, 2013, h. 159 
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offender-centred crime prevention dan berorientasi pada korban atau 

victim-centred crime prevention.92 

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu 

memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai 

pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan 

preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang 

posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan. 

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat 

sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu 

kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan 

seluruh kegiatan preventif non penal ke dalam satu sistem kegiatan Negara 

yang teratur dan terpadu.93  

 

. 

                                                 
92 Ibid. h.160 
93 Ibid, h. 161 
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